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ABSTRAK

Peningkatan pengguna Internet di Indonesia menjadi petanda baik bahwa akses masyarakat ke Internet
semakin baik. Akan tetapi, peningkatan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran terkait kesiapan masyarakat
dalam berinteraksi di media sosial. Saat ini, media sosial tidak lagi menjadi ruang publik yang netral karena
adannya penyalahgunaan oleh kelompok tertentu dengan menyebarkan berita palsu, propaganda, hate spin,
dan lain-lain. Situasi ini diperparah dengan tingkat literasi media masyarakat yang rendah. Pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) guna mengatur kegaduhan
di media sosial. Namun, tindakan ini menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan. Salah satunya terkait
efek samping (berupa chilling effect) dari UU ITE yang dapat mengancam kebebasan berpendapat. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh literasi media pada partisipasi politik di media sosial serta
mengetahui apakah pengetahuan terkait UU ITE memoderasi pengaruh tersebut. Penelitian ini menggunakan
metode survei dengan teknik sampling purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang
kemudian dianalis menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar
responden memiliki tingkat literasi media yang tinggi terutama pada kategori functional consumption,
critical consumption, functional prosumer. Tidak ada perbedaan tingkat literasi media antara laki-laki dan
perempuan. Peningkatan keterampilan literasi media tersebut akan diikuti oleh peningkatan partisipasi politik.
Akan tetapi, pengetahuan terkait UU ITE tidak berkontribusi pada pengaruh tersebut. Selain itu, penelitian
juga menemukan bahwa keterampilan critical consuming dan critical prosumer memiliki hubungan positif
yang signifikan dengan partisipasi politik di media sosial.

Kata-kata Kunci: Literasi media; UU ITE; partisipasi politik; chilling effect; remaja

Media literacy, chilling effect and political participation among adolescent
ABSTRACT

The increasing number of Internet user in Indonesia could be good news as it implies that people
have access to the Internet. Besides, it creates a new concern regarding people readiness in online
interaction. Nowadays, social media could not be categorized as a neutral public sphere since
certain groups utilize it for specific purpose namely hate speech, computational propaganda,
hate spin, etc. A low level of media literacy index among society made the situation more chaos.
Information and electronic transaction (UU ITE) were made by the government in order to manage
the chaotic social media. However, this action got some critics from various parties. One of them
was talked about the chilling effect of UU ITE that could determine people from speak up on social
media. This research aims to examine to what extend media literacy affect political participation
and to what extend knowledge about UU ITE will moderating that effect. The research showed that
most of the respondent got a high score for media literacy especially for three categories namely
functional consuming, critical consuming, and functional prosumer. The media literacy affects
political participation in positive manner and knowledge about UU ITE had not conditional effect
on it. Moreover, this research also found that critical consumer and prosumer has a significant
relation with political participation.
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PENDAHULUAN

Setiap tahun jumlah pengguna Internet
di Indonesia selalu mengalami peningkatan
(APIJII, 2019, 2020). Pada tahun 2020, penetrasi
pengguna Internet mengalami  kenaikan
sebesar 9% dari tahun sebelumnya. Ini tentu
menjadi kabar baik karena jumlah masyarakat
yang memiliki akses ke Internet semakin
bertambah. Akses akan membentuk masyarakat
yang terliterasi. Akan tetapi, pada saat yang
bersamaan, akses tersebut juga menciptakan
ancaman baru berupa penyalahgunaan Internet
oleh kelompok tertentu terutama dalam konteks
politik.

Internet sudah lazim digunakan oleh
politisi dan pemerintah sebagai media untuk
mendiseminasikan  ide-ide  atau  pesan-
pesan politik kepada publik. Tren ini mulai
berkembang pasca kemenangan Barack Obama
dalam pemilihan presiden Amerika Serikat.
Akan tetapi, tren ini baru mendapatkan banyak
perhatian dari publik dan akademisi pasca
kemenangan Donald Trump dalam pemilihan
presiden pada tahun 2016. Pada saat itu,
pemilihan presiden Amerika Serikat mengalami
kegaduhan dengan maraknya penggunaan bot
dan troll di media sosial guna menyebarkan
berita palsu dan propaganda politik. Rusia
melalui Internet Research Agency (IRA)
dipercaya memiliki peran dalam menciptakan
kegaduhan tersebut (Howard, 2020).

Fenomena yang sama juga ditemukan di
Indonesia terutama pada masa pemilihan umum
atau pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala
daerah di Indonesia kerap diwarnai oleh ujaran
kebencian, perang antar pengguna, polarisasi,
dan penyebaran hoaks (Fadillah, 2019; Sirait,
2019; Syahputra, 2017). Selain itu, politisi juga
menggunakan media sosial sebagai media untuk
melakukan hate spin yaitu penggunaan ujaran
kebencian dan berita palsu untuk mendapatkan
keuntungan tertentu dalam kontestasi politik
(Salma, 2019). Situasi ini dapat membahayakan
konsep Internet sebagai ruang publik yang ideal.

Internet pada awal kehadirannya kerap
dipandang secara utopis sebagai media yang
menjanjikan kesetaraan dan kebebasan dalam
menyampaikan pendapat. Akan tetapi, pada
praktiknya, pengguna kerap menggunakan
Internet dengan melanggar prinsip-prinsip
demokrasi. Pengguna kerap mengunggah
ujaran kebencian ketika merespons informasi

yang tidak sejalan dengan opininya. Walhasil,
kegaduhan atau perang siber pun kerap
terjadi dan menyebabkan polarisasi semakin

meruncing.
Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan
Undang-undang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) sebagai upaya dalam
menjawab semua permasalahan yang muncul
seiring dengan berkembangnya Internet. UU
ITE adalah undang-undang yang dibuat untuk
mengatur persebaran informasi dan transaksi
elektronik di media digital. Undang-undang ini
disahkan pada bulan April 2008 untuk pertama
kalinya. Pasca pengesahan tersebut, UU ITE
tak jarang mendapatkan pro dan kontra karena
dianggap banyak mengandung pasal-pasal
karet. Selain itu, UU ITE juga dianggap belum
mendefinisikan secara rinci pasal-pasal yang
ada di dalamnya (Lubis & Maulana, 2010).

Sebagian besar kritik terhadap UU ITE
berpusat pada duplikasi aturan, yurisdiksi, dan
pendefinisian konsep yang tidak detail (Atmaja,
2014; Lubis & Maulana, 2010; Sidik, 2013).
Duplikasi merupakan salah satu permasalahan
yang cukup krusial dari UU ITE karena dapat
menimbulkan kebingungan pada masyarakat.
Akibatnya, mereka tidak dapat membedakan
antara standar yang baik atau salah. Beberapa
pasal UU ITE memiliki kesamaan dengan KUHP
seperti pasal penghinaan dan pencemaraan
nama baik (Sidik, 2013).

Kritik terhadap UU ITE mengindikasikan
bahwa undang-undang tersebut masih memiliki
kelemahan yang sebaiknya harus segera direvisi.
Apabila UU ITE tidak segera direvisi maka
akan semakin banyak korban berjatuhan akibat
lemahnya pasal-pasal di dalamnya. Institute
for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat
setidaknya ada sekitar 245 kasus sepanjang
2008-2018 dengan kasus pencemaran nama
baik paling banyak ditemukan (174 kasus)
(Beritagar, 2019). Kasus-kasus ini dijerat
menggunakan pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan
tuduhan pencemaran nama baik atau defamasi.

Selain itu, pasal 27 ayat 3 juga berpotensi
mengancam  kebebasan  berekspresi  di
masyarakat terutama media (Lubis & Maulana,
2010). Hal tersebut karena pasal tentang
pencemaran nama baik ini cenderung bersifat
subjektif dan disalahgunakan untuk balas
dendam (Atmaja, 2014). Oleh karena itu,
pemerintah sebaiknya membedakan antara
pencemaran nama baik pada individu dan
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institusi atau negara dan yang bisa dipidanakan
dengan UU ITE hanya yang menyerang individu
(Lubis & Maulana, 2010). Sementara itu, kritik
terhadap institusi atau negara sebaiknya tidak
dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.
Ini sebaiknya dilihat sebagai kritik membangun
yang dapat digunakan oleh institusi atau negara
untuk berubah menjadi lebih baik.

Akan tetapi, masih banyak institusi atau
bahkan negara yang masih menganggap kritik
sebagai pencemaran nama baik. Salah satu kasus
yang paling terkenal adalah kasus Prita yang
menyebarkan informasi terkait kekecewaannya
terhadap salah satu rumah sakit swasta di
Tangerang. Kasus ini secara tidak langsung akan
memberikan efek berupa ketakutan masyarakat
dalam mengekspresikan pendapatnya. Dengan
kata lain, pemerintah sudah melanggar prinsip
kebebasan berekspresi.

Chilling effect merupakan frasa yang paling
tepat untuk menggambarkan fenomena yang
belakangan marak terjadi di Indonesia. Chilling
effect merupakan konsep yang digunakan untuk
menjelaskan tentang ketakutan pada masyarakat
yang timbul akibat ambiguitas hukum atau
perundangan (Townend, 2017). Hukum-hukum
tersebut biasanya terkait dengan peraturan
terkait pencemaran nama baik atau fitnah
(Kendrick, 2013; Townend, 2014).

Penelitian terdahulu menyebutkan
bahwa chilling effect dapat memberikan efek
negatif yang dapat mengancam kebebasan
berpendapat. Masyarakat menjadi tidak berani
mengemukakan pendapatnya kecuali jika
mereka mengetahui kebenaran dari pendapat
yang akan disampaikan (Kendrick, 2013).
Selain itu, beberapa penelitian lain menemukan
bahwa chilling effect dapat membuat masyarakat
melakukan self-cencorship sehingga mereka
cenderung untuk tidak mengekspresikan
pendapatnya (Townend, 2014).

Chilling effect dapat hadir dari berbagai
macam faktor seperti ancaman hukum yang
diterima, pengawasan pemerintah atau swasta,
dan pengalaman menghadapi kasus hukum
(Penney, 2017). Ancaman hukuman yang
langsung diterima oleh individu adalah faktor
yang paling besar dalam menciptakan chilling
effect dan merupakan faktor yang paling besar
membuat individu untuk malas berpendapat di
media daring (Penney, 2017).

Besarnya pengaruh chilling effect terhadap
kebebasan berekspresi tentu juga akan

berbahaya bagi partisipasi politik di media
daring. Padahal, selama ini tingkat partisipasi
politik, khususnya di Indonesia, sudah rendah
terutama di kalangan remaja. Rendahnya
partsipasi tersebut disebabkan oleh tidak
adanya ketertarikan remaja terhadap politik. Di
samping itu, remaja juga berpendapat bahwa
politik merupakan ranah kotor dan kejam yang
tidak mengenal kawan dan lawan (Limilia &
Ariadne, 2018; Suprojo, 2013). Akibatnya,
remaja tidak memiliki ketertarikan terhadap isu
politik maupun berpartisipasi dalam politik.
Permasalahan partisipasi politik semakin
kompleks dengan penyalahgunaan media
sosial oleh pihak tertentu. Media sosial kerap
digunakan sebagai media untuk menyampaikan
kepentingan politik tertentu dan menjatuhkan
lawan melalui berita palsu atau ujaran
kebencian. Di masa pemilu, konten-konten
negatif tersebut banyak ditemukan di media
sosial sehingga menimbulkan iklim politik
yang semakin memburuk. Padahal, pengguna
Internet di Indonesia tidak seluruhnya memiliki

keterampilan literasi digital yang dapat
digunakan untuk melawan konten-konten
negatif yang ada.

Literasi media adalah keterampilan
mengakses, = menganalisis, = mengevaluasi

informasi serta memproduksinya kembali dalam
konten baru (Karg & Braesel, 2017). Konsep
literasi media lahir karena adanya kekhawatiran
terhadap dampak negatif dari media massa
dan media digital. Media dianggap sebagai
medium yang mengandung konten negatif yang
dapat merusak anak-anak dan remaja (Hobbs,
2011). Oleh karena itu, anak-anak dan remaja
memerlukan keterampilan berpikir kritis untuk
menangkis dampak negatif tersebut.

Literasi media dalam konteks digital
sangat dibutuhkan untuk mengkritisi konten-
konten di media digital. Konten di media digital
memiliki keunikan bila dibandingkan dengan
media konvensional. Di media digital, setiap
pengguna dapat memproduksi konten tanpa
melalui proses editing terlebih dahulu. Dengan
kata lain, media digital tidak mengenal konsep
gate keeper yang selama ini menjadi filter
untuk mengontrol kualitas informasi di media
konvensional (meskipun tidak jarang gate
keeper menyalahgunakan fungsi). Akibatnya,
media digital dipenuhi oleh konten-konten yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan dari segi
kualitas sehingga literasi media dibutuhkan.
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Gambar 1 Framework Literasi Media

Literasi media memiliki kerangka kerja
yang beragam. Penelitian ini menggunakan
konsep literasi media dari Der-Thanq victor
Chen yang membagi literasi media ke dalam
empat kategori yaitu functional consuming
(FC), critical consuming (CC), functional
prosumer (FP), dan critical prosumer (CP)
(D.-T. Chen et al., 2011). Perbedaan mendasar
dari konsep ini adalah konsep ini membedakan
antara consumer dan prosumer. Consumer
diartikan sebagai khalayak yang berada tataran
mengakses dan menggunakan media sedangkan
prosumer merupakan kemampuan khalayak
dalam memproduksi konten. Dengan kata lain,
khalayak tidak hanya mengkonsumi tetapi juga
memproduksi konten.

Terkait konteks consuming, terdapat dua
keterampilan yaitu functional dan critical.
Perbedaan kedua keterampilan tersebut adalah
functional consuming merupakan kemampuan
untuk mengakses konten media dan mampu
memahami makna dari konten tersebut,
sedangkan critical consuming merupakan
kemampuan menganalis konten dari aspek
sosial, budaya, ekonomi, dan politik (Koc &
Barut, 2016).

Sementara itu,
kedalam dua

prosumer juga dibagi
kategori yaitu functional

prosuming dan critical prosuming. Functional
prosuming menekankan pada kemampuan
untuk memproduksi media sedangkan critical
prosuming menekankan pada kemampuan
untuk menyampaikan ideologinya melalui
konten yang dihasilkan (Koc & Barut, 2016).

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa
literasi media dapat meningkat civic engagement
yang di dalamnya terdapat partisipasi politik
(Literat, 2014; Martens & Hobbs, 2013)ot
Civic engagement didefinisikan sebagai bentuk
partisipasi dalam menyelesaikan permasalahan
sosial di masyarakat. Partisipasi tersebut bisa
melalui partisipasi politik maupun non politik
(Chen, 2017). Dalam konteks penelitian ini,
civic engagement diartikan sebagai suatu
aktivitas politik di media sosial.

Literasimedia dengan keterampilan berpikir
kritis yang dihasilkan dapat digunakan sebagai
landasan awal dalam meningkatkan partisipasi
politik (Martens & Hobbs, 2013; Mihailidis &
Thevenin, 2013). Keterampilan berpikir kritis
ini yang kemudian menimbulkan sikap ingin
tahu dan kritis dalam mempertanyakan segala
sesuatu di sekitar termasuk permasalahan politik.
Dalam konteks framework literasi media milik
Chen (2011), critical consuming dan prosumer
memiliki peran yang sangat signifikan dalam
meningkatkan civic engagement.

Tujuan pertama dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh literasi media pada
partisipasi politik di media sosial. Hal ini penting
untuk diketahui karena tingkat partisipasi
politik pemilih pemula yang tidak terlalu tinggi.
Padahal, remaja memiliki peran penting dalam
sistem politik di Indonesia terutama dalam
konteks jumlah. Proporsi jumlah remaja yang
lebih besar tentu akan sangat menentukan dalam
pemilihan umum atau kepala daerah. Selain itu,
remaja juga pengguna media sosial terbesar di
Indonesia.

Partisipasi politik yang dilakukan oleh
remajamengalamiperubahanbentuk dieramedia
sosial. Mereka tidak lagi melakukan partisipasi
politik tradisional seperti demonstrasi di jalan
atau bergabung dengan partai politik. Remaja
lebih tertarik untuk terlibat dalam gerakan-
gerakan yang bertujuan untuk memberikan
dampak langsung ke masyarakat (Harris et al.,
2010; UNDESA, 2012). Partisipasi ini dikenal
dengan istilah “modest political participation”
yang menekankan pada politik praktis sehari-
hari (Harris et al., 2010).
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Partisipasi politik remaja kontemporer
juga dikenal dengan istilah online political
participation. Partisipasi ini dilakukan di dunia
maya dengan memanfaatkan media sosial
sebagai medium. Beberapa contoh partisipasi
politik di media sosial adalah membagikan
berita politik, menyukai atau membagikan
konten milik politisi, mendukung kampanye di
media digital seperti tweethbon, menandatangani
petisi, dan lain-lain (Gibson & Cantijoch, 2013).

Tingginya partisipasi politik remaja di
media sosial didorong oleh kemudahan dalam
melakukan partisipasi. Mereka tidak perlu
turun ke jalan atau menghadiri suatu kampanye
untuk menunjukkan partisipasi. Remaja cukup
menggunakan telepon genggam khususnya
media sosial untuk menunjukkan partisipasinya
sehingga partisipasi tidak terbatas pada waktu,
ruang, dan biaya. Hal inilah yang kemudian
memicu revolusi politik di beberapa negara
karena generasi muda menggunakan media
sosial untuk menunjukkan ketertarikan dan
partisipasi dalam politik.

Optimisme terkait tingginya partisipasi
politik remaja di media sosial perlu diapresiasi.
Akan tetapi, apakah tingginya partisipasi politik
tersebut masih relevan ketika pemerintah
mengeluarkan hukum atau peraturan dengan
ambiguitas tinggi dan memiliki potensi untuk
membungkam kebebasan berekspresi. Oleh
karena itu, tujuan kedua dari penelitian ini
adalah mengetahui efek moderasi pengetahuan
UU ITE pada pengaruh literasi media pada
partisipasi politik. Tujuan ini penting untuk
mengidentifikasi apakah UU ITE mampu
menciptakan chilling effect yang pada akhirnya
akan  menimbulkan  keengganan dalam
berpartisipasi politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain sebagai penelitian
dengan  paradigma  positivistik  dengan
pendekatan kuantitatif. Metode penelitian ini
adalah dengan menggunakan metode survei.
Penelitian dengan metode  survei adalah
penelitian dengan karakteristik menggunakan
kuesioner sebagai alat pengumpul data.
Penelitian ini melakukan pengujian pengaruh
tingkat literasi digital terhadap partisipasi
politik responden, serta bagaimana variabel
pengetahuan tentang UU ITE dalam memoderasi

variabel literasi digital terhadap partisipasi
politik.

Kuesioner terdiri dari tiga bagian yang
setiap bagiannya mengukur tiga buah variabel.
Variabel pertama adalah variabel literasi media
yang diukur menggunakan instrumen dari Der-
Thanqg “Victor” CHEN, Mustafa Koc dan Esra
Batut (Chen et al., 2011; Koc & Barut, 2016).
Peneliti melakukan editing bahasa dalam proses
adopsi. Uji reliabilitas menunjukkan bahwa
nilai reliabilitas yang tinggi (o= .849).

Pengetahuan  terkait = Undang-undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
diukur menggunakan dua pertanyaan terkait
kasus UU ITE yang pernah terjadi. Setiap
pertanyaan akan diberikan bobot satu jika benar
menjawab dan nol jika jawaban yang diberikan
salah. Pengetahuan terkait UU ITE merupakan
variabel moderasi dalam penelitian ini.

Sementara itu, instrumen partisipasi
politik di Internet diukur dengan mengadopsi
instrumen dari Zuniga dan Pew Research
Center (De Zuiiga et al., 2014; Pew Research
Center, 2013). Partisipasi politik terdiri dari
12 pertanyaan dengan pilihan jawaban ya dan
tidak. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa
pertanyaan partisipasi politik memiliki nilai
reliabilitas yang tinggi (o= .728).

Responden penelitian dipilih  dengan
menggunakan teknik sampling non-probability
khususnya  teknik  sampling  purposive.
Oleh karena itu, penelitian ini tidak dapat
digeneralisir untuk seluruh remaja. Selain itu,
penelitian ini hanya melakukan uji konseptual
sehingga representasi responden terhadap
populasi tidak menjadi fokus utama. Peneliti
menetapkan beberapa kriteria dalam memilih
responden yaitu pemilih pemula (berusia 17
tahun dan belum pernah memilih sebelumnya)
dan telah mengambil mata kuliah Literasi
Media di Fakultas [lmu Komunikasi Universitas
Padjadjaran. Berdasarkan kriteria tersebut, ada
duaprodiyang mengajarkan matakuliah tersebut
dengan rancangan pembelajaran berbeda.
Penelitian ini menggunakan mahasiswa dari
mata kuliah literasi media yang menggunakan
pendekatan konsep-konsep kontemporer dalam
literasi digital sebagai sampel. Jumlah sampel
dalam penelitian ini adalah 126 orang yang
terdiri dari 87 perempuan dan 39 laki-laki.

Penulis menggunakan analisis data regresi
linear berganda dalam memprediksi apakah
pengetahuan terkait UU ITE memoderasi
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pengaruh literasi media terhadap partisipasi
politik di Internet. Analisis data regresi logistik
dilakukan dengan bantuan sofiware dari pihak
ketiga. Selain itu, artikel ini juga menyajikan
beberapa analisis deskriptif guna memperdalam
pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis penelitian akan dijelaskan
ke dalam dua bagian sesuai dengan tujuan
penelitian. Bagian awal akan memaparkan
pengaruh literasi media pada partisipasi politik
remaja di media sosial. Analisis deskriptif
memperlihatkan bahwa 54.7 persen responden
memiliki skor literasi digital yang tinggi (M=
28.36, SD=5.06). Temuan ini sejalan dengan
temuan Jaringan Penggiat Literasi Digital
Indonesia (JAPELIDI) yang juga menemukan
bahwa remaja memiliki tingkat literasi digital
yang lebih tinggi dibandingkan dengan kategori
usia lainnya (Gelgel et al., 2021; Kementerian
Komunikasi dan Informatika, 2020).

Secara keseluruhan, 64.8% responden
berada pada kategori tingkat functional
consuming yang tinggi (M= 6.4, SD= .86) dan
65.6% responden juga berada pada kategori
tingkat critical consuming yang tinggi (M= 8.9,
SD=2.04) (lihat Tabel 1). Sementara itu, hanya
51.6% responden yang terkategori memiliki
tingkat functional prosumer yang tinggi
(M= 6.2, SD= 1.04) dan hanya 54.7% yang

Tabel 1 Skor literasi media

Min  Max M SD
functional 3 7 6.4 .86
consuming
critical 3 11 8.9 2.04
consuming
functional 2 7 6.2 1.04
prosumer
critical 0 10 6.7 2.5
prosumer
Literasi 15 35 2836 5.06
Media

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

100.0

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Gambar 2 Tingkat Literasi Digital

terkategori memiliki tingkat critical prosumer
yang tinggi (M= 6.7, SD=2.5).

Implikasi dari temuan ini adalah responden
memiliki skor rata-rata yang tinggi pada
keterampilan critical consuming (CC) dan
critical prosumer (CP). Akan tetapi, hanya
setengah dari jumlah responden yang memiliki
skor tersebut. Temuan ini memperkuat
penelitian terdahulu yang juga menemukan
bahwa masyarakat memiliki keterampilan yang
cukup baik dalam kategori critical consuming
(Gelgel et al., 2021).

Skor mean CC dan CP yang tinggi
merupakan sebuah pertanda baik karena
responden sudah memiliki kesadaran untuk
mengevaluasi dan mengkritisi informasi atau
mendia yang dikonsumsi (Chen et al., 2011).
Selain itu, skor CP yang tinggi mengindikasikan
bahwa responden memiliki keterampilan untuk
menyadari posisi dan perannya sebagai pihak
yang melakukan konstruksi media (Chen et al.,
2011). Dengan kata lain, pengguna menyadari
bahwa ideologi dan konten yang diproduksi
dapat mempengaruhi pengikutnya (Koc &
Barut, 2016). Oleh karena itu, mercka akan
lebih berhati-hati dalam memproduksi konten.

Namun, keterampilan CP yang tinggi pada
responden tidak bisa digeneralisir pada remaja
di Indonesia secara keseluruhan. Hal tersebut
karena penelitian ini menggunakan teknik
sampling purposive. Akan tetapi, survei yang
dilakukan oleh Kementrian Komunikasi dan
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Tabel 2 Tingkat literasi media berdasarkan gender

Rendah Tinggi Total

Laki-laki 20 21 41
Expected value 18.6 224  41.0
Perempuan 38 49 87
Expected value 394 47.6  87.0

Sumber: Hasil Penelitian, 2019

Informasi memperlihatkan bahwa secara umum
masyarakat Indonesia memiliki keterampilan
yang baik dalam berkomunikasi di media sosial
seperti merancang pesan dengan menyesuaikan
dengan khalayak yang dituju (Kementerian
Komunikasi dan Informatika, 2020).

Keterampilan critical prosumer yang tinggi
tidak sejalan dengan praktik di lapangan. Hal
ini terlihat dari banyaknya ujaran kebencian
dan konten kreator yang memproduksi konten
hanya dengan mempertimbangkan faktor
sensasionalitas. Hal ini semata-mata guna
menarik khalayak guna meningkatkan klik
atau view dan pada akhirnya meningkatkan
pendapatan. Misalnya, konten-konten prank
yang tempo hari sempat marak di media sosial
(Putra & Azanella, 2020). Konten tersebut
mempengaruhi penonton untuk melakukan hal
yang sama dan mengakibatkan banyak korban-
korban tidak bersalah berjatuhan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa
tidak ada perbedaan tingkat literasi digital
antara laki-laki dan perempuan (y*= .29, p=.58
> .05). Sebagian besar laki-laki dan perempuan
berada pada kategori tingkat literasi digital
tinggi (lihat tabel 2). Temuan ini memperkuat
literatur terdahulu yang mengungkapkan bahwa
tidak ada perbedaan tingkat literasi digital
antara laki-laki dan perempuan (Argelaagds &
Pifarré, 2017; Gelgel et al., 2021; Kementerian
Komunikasi dan Informatika, 2020).

Beberapa literatur menyebutkan bahwa
perempuan memiliki tingkat literasi digital
yang rendah bila dibandingkan laki-laki
karena tidak memiliki kepercayaan diri dalam
mengoperasikan perangkat digital (Gilchrist,
2018). Akan tetapi, penelitian ini menemukan
hal yang berbeda yaitu perempuan memiliki
skor yang sama dengan laki-laki. Hal ini
mungkin disebabkan karena responden, baik
laki-laki dan perempuan, sama-sama mengambil
mata kuliah literasi media sehingga mereka
memiliki bekal pengetahuan literasi yang sama.
Hipotesis ini tentu perlu diteliti lebih lanjut oleh
penelitian berikutnya karena penelitian ini tidak
membahas perbedaan skor literasi sebelum dan
sesudah mengikuti perkuliahan literasi media.

Selanjutnya, pembahasan akan berfokus
pada analisis regresi yang dilakukan guna
mengetahui pengaruh literasi digital terhadap
tingkat partisipasi politik. Uji regresi linier
dilakukan dengan menggunakan SPSS 20 for
windows. Hasil penelitian ini memperlihatkan

Tabel 3 Analisis Regresi Pengarubh literasi digital terhadap Partisipasi Politik di Media Sosial

Unstandardized
Coefficients
Model t Sig.
B Std. Error
1 (Constant) -0,466 0,208
Litgen 0,025 0,007 3,420 0.001
Fhit 11,698 0,001
R2 0,085

a. Dependent Variable: Partisipasi Politik

Sumber: Hasil Penelitian, 2019
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bahwa literasi digital memiliki pengaruh
terhadap partisipasi politik responden (f =
.02, (p=.001 < .05) (Lihat Tabel 3). Fungsi
dari model pengaruh literasi digital terhadap
partisipasi politik responden  dapat dilihat
pada persamaan berikut Y = -0,466 + 0,025
X, + e. Dari persamaan ini, peningkatan
satu satuan literasi digital mahasiswa dapat
meningkatkan  partisipasi  politik  sebesar
0,025 satuan. Sementara itu, nilai koefisien
determinasi sebesar 0,085 menunjukkan bahwa
variabel literasi digital dapat menjelaskan
(mempengaruhi) partisipasi politik sebesar
8,5 persen dan 91,5 persen partisipasi politik
dipengaruhi di luar dari variabel literasi digital.

Temuan ini memperkuat pendapat yang
menyatakan bahwa literasi media dapat
meningkatkan partisipasi politik dan civic
engagement (Martens & Hobbs, 2013;
Mihailidis & Thevenin, 2013). Literasi media
dipercaya dapat menumbuhkan sikap kritis
masyarakat ketika mencerna informasi atau
berita termasuk berita politik. Masyarakat
menjadi tidak mudah terpengaruh berita palsu
ataupun propaganda yang dilakukan oleh
kelompok tertentu sehingga mereka menjadi jeli
dan peka terhadap permasalahan politik yang
dihadapi. Pada akhirnya, ini akan mendorong
mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam
politik dan civic engagement.

Ada dua keterampilan literasi digital yang
berkolerasi dengan partisipasi politik yaitu
Critical Consumer (r (124) = .2, p= .02 <.05)
dan Critical Prosumer (r (124)=.2, p=.04<.05).
Hal ini berarti semakin baik critical consumer
dan critical prosumer responden cenderung
akan meningkatkan keinginan mereka dalam
berpartisipasi politik di media sosial seperti
menandatangani petisi, memberikan like atau
share konten politik, dan lain-lain.

Critical ~ consumer (CC) membantu
respondendalammenganalisisdanmengevaluasi
informasi yang dikonsumsi setiap harinya. Ini
akan mendorong mereka untuk lebih kritis dan
objektif dalam melihat politik. Pada akhirnya,
keterampilan tersebut mampu menciptakan
remaja yang tidak mudah dipengaruhi oleh
kepentingan tertentu serta mampu mengubah
sikap apatis pada politik menjadi optimis
dan ingin berpartisipasi. Sikap yang optimis
tersebut diimplementasikan dalam berbagai
bentuk partisipasi politik seperti memproduksi
konten politik, memberikan like pada postingan

politik, dan lain-lain. Skor critical prosumer
yang juga bagus pada responden sejatinya
dapat mendorong terciptanya ekosistem politik
yang baik di media sosial. Hal tersebut karena
mereka sudah memiliki keterampilan dalam
memahami dampak konten yang diproduksi
pada masyarakat luas.

Hasil penelitian menemukan tidak ada
perbedaan tingkat partisipasi politik di media
sosial antara laki-laki dan perempuan (y*= 1.36,
p=24 > .05). Laki-laki dan perempuan sama-
sama memiliki tingkat partisipasi daring yang
rendah. Secara keseluruhan, 76.6% responden
memiliki tingkat partisipasi politik di media
sosial yang rendah. Temuan ini tidak sejalan
dengan beberapa literatur yang menemukan
bahwa tingkat partisipasi politik perempuan
lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki
(Cofté & Bolzendahl, 2010; Pfanzelt & Spies,
2019; Wen et al., 2013). Perbedaan tersebut
sangat jelas telihat terutama untuk aktivitas
seperti bergabung dengan partai politik dan
advokasi di media daring. Perempuan lebih aktif
berpartisipasi melalui forum-forum daring atau
petisi daring dibandingkan dengan laki-laki.

Selain itu, penelitian juga menemukan
bahwa terdapat perbedaan partisipasi politik
antara responden yang aktif berorganisasi di
kampus dan yang tidak (y*=8.35, p=.004 <.05).
Artinya, responden yang aktif berorganisasi
memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk
berpartisipasi politik dibandingkan yang tidak.
Sebagai contoh, 22.7% responden yang memiliki
tingkat partisipasi politik tinggi adalah mereka
yang aktif mengikuti organisasi kemahasiswaan.
Hal ini wajar karena berorganisasi mampu
memupuk rasa kepedulian responden terhadap
lingkungan sekitar termasuk politik. Selain itu,
organisasi kampus juga melatth mahasiswa
untuk berpikir kritis melalui kegiatan advokasi
yang mereka lakukan.

Ada beberapa partisipasi politik yang
menjadi favorit responden (memiliki nilai
lebih baik dibandingkan partisipasi lainnya).
Pertama, remaja lebih senang berpartisipasi
dengan cara menandatangani petisi daring (M =
.68, SD = .46) dan memberikan tanda suka atau
“like” pada konten politik yang dibagikan oleh
akun lain (M = .71, SD = .45). Kedua aktivitas
tersebut merupakan bentuk baru dari partisipasi
politik yang selama ini hanya diidentifikasi
berdasarkan afiliasi dengan partai politik dan
pemilu. Aktivitas memberikan “like” dan
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menandatangani petisi daring merupakan dua
aktivitas politik yang paling digemari oleh
remaja (Chunly, 2019; Grasso, 2018). Hal
tersebut karena aktivitas itu tidak membutuhkan
usaha yang banyak dan tidak susah untuk
dilakukan (Grasso, 2018).

Responden juga senang berpartisipasi
dalam bentuk mengikuti akun calon legislatif,
calon presiden, calon wakil presiden, atau
politisi (M=.44,SD=.49). Fenomena yang sama
juga ditemukan pada remaja di beberapa negara
seperti Australia, Irlandia, Amerika, Inggris,
Jerman, dan Spanyol. Mereka mengikuti akun
politisi, terlepas dari mereka mengidolakan
politisi tersebut, guna mendapatkan informasi
politik langsung dari politisi tanpa adanya
gatekeeping (Fisher et al., 2019).

Sementara itu, responden paling tidak
suka berpartisipasi dalam bentuk menghubungi
pemerintah melalui Internet, memberikan
komentar di kolom portal berita, mengunggah
gambar/video terkait isu politik, mengikuti
grup (terkait isu sosial dan politik) di media
sosial, mengunggah pendapat pribadi terkait
politik, dan mengajak orang lain untuk
mengatasi permasalahan politik. Hal ini
mungkin saja disebabkan oleh aktivitas tersebut
membutuhkan usaha lebih (seperti merangkai
kata di kolom komentar) dan risiko yang lebih
tinggi dibandingkan aktivitas lainnya (seperti
komentar negatif atau report account dari akun

lain). Argumentasi ini perlu untuk diteliti pada
penelitian selanjutnya mengingat penelitian ini
hanya berfokus pada partisipasi politik secara
umum bukan motif.

Temuan lain dari penelitian ini adalah
responden memiliki pengetahuan yang rendah
terkait UU ITE. 53.1% responden tidak
mampu mengidentifikasi kasus yang dapat
dikategorikan sebagai ujaran kebencian dan
pencemaran nama baik (M = .46, SD = .5).
Padahal, kedua kategori tersebut merupakan
dua buah kasus yang paling sering dijerat
menggunakan UU ITE. Ketidakmampuan
responden dalam mengidentifikasi perbedaan
kedua kasus tersebut dapat disebabkan oleh dua
faktor. Pertama, tidak adanya garis batas yang
tegas antara ujaran kebencian dan pencemaran
nama baik seperti kritis yang selama ini beredar.
Kedua, rendahnya sosialisasi UU ITE terutama
dalam konteks kasus-kasus yang berpeluang
untuk dijerat menggunakan pasal-pasalnya.
Oleh karena itu, pemerintah sudah seharusnya
melakukan sosialisasi UU ITE ke berbagai
pihak hingga lapisan masyarakat terkecil.

Selain itu, tidak ada perbedaan antara
responden yang pernah mendengar istilah UU
ITE (p=.83 > .05) dan kasus Baiq Nuril (p=.64
> .05) terhadap tingkat pengetahuan UU ITE.
Dengan kata lain, kasus Baiq Nuril tidak cukup
menciptakan kesadaran masyarakat terkait
UU ITE. Padahal, 92.2% responden mengaku

Tabel 4 Analisis Regresi Pengarubh literasi digital terhadap Partisipasi Politik di Media Sosial

Unstandardized
Coefficients
Model t Sig.
B Std. Error
(Constant) -0,462 0,210
Litgen 0,024 0,008 2,954 0.004
1 Literasi digital 0,000 0,002 0,192 0,848
*pengetahuan
Fhit 5,823 0,004
R2 0,085

a. Dependent Variable: Partisipasi Politik

Sumber: Hasil Penelitian, 2019
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pernah mendengar istilah UU ITE dan 70.9%
mengetahui kasus Baiq Nuril. Penelitian ini tidak
bisa memberikan penjelasan terkait fenomena
tersebut karena di luar cakupan penelitian.
Akan tetapi, penulis meyakini bahwa responden
hanya memahami secara parsial istilah UU ITE
dan kasus Baiq Nuril tanpa memahami secara
mendalam pasal yang digunakan dalam kasus
tersebut. Oleh karena itu, penelitian kedepannya
dapat mengeksplorasi seberapa mendalam
pengetahuan masyarakat terkait UU ITE.

Peneliti melakukan analisis moderasi
guna mengetahui peran UU ITE dalam
memoderasi pengaruh literasi digital pada
partisipasi politik. Analisis ini penting untuk
mengidentifikasi apakah pengetahuan UU ITE
mampu menciptakan chilling effect yang pada
akhirnya akan menimbulkan keengganan dalam
berpartisipasi politik.

Hasil penelitian menemukan bahwa tidak
cukup bukti yang signifikan untuk mengatakan
adanya peranan variabel mediator pengetahuan
tentang UU ITE terhadap pengaruh literasi
digital terhadap tingkat partisipasi politik
di media sosial (lihat tabel 4). Hal ini dapat
diketahui dari nilai signifikasi .848 yang lebih
besar dari .05 atau nilai t, yang lebih kecil dari
t .- Implikasinya, pengetahuan UU ITE tidak
berkontribusi pada peningkatan atau penurunan
partisipasi politik.

Hal ini juga dapat dilihat dari nilai
koefisien determinasi yang tetap 8,5 persen,
serta nilai signifikasi dari variabel pengetahuan
yang memoderasi pengaruh literasi digital
terhadap partisipasi politik sebesar 0,848 > dari
0,05. Persamaan dari pengaruh literasi digital
terhadap  partisipasi politik online dengan
tingkat pengetahuan UU ITE sebagai variabel
moderasi, dapat digambarkan pada persamaan
berikut; Y =-0,462 + 0,024 X1.

Implikasi dari temuan di atas adalah
kenaikan skor partisipasi politik yang
disebabkan oleh kenaikan skor literasi digital
tidak bergantung pada tingkat pengetahuan
terkait UU ITE. Dengan kata lain, ada atau
tidaknya UU ITE, responden tetap berpartisipasi
politik di media sosial selama memiliki
keterampilan literasi media. Analisis ini
memperlihatkan bahwa pengetahuan UU ITE
tidak cukup mampu menciptakan chilling effect
yang dapat mencegah responden untuk tidak
berpartisipasi dalam politik di media sosial. Hal
ini mungkin dapat disebabkan oleh responden

yang tidak terlalu memahami bahaya dari UU
ITE serta tidak memiliki pengalaman negatif
dengan undang-undang tersebut. Salah satu
literatur terdahulu menyebutkan bahwa chilling
effect akan muncul dan semakin kuat ketika
masyarakat mengalami langsung atau memiliki
kerabat yang pernah mengalami dampak negatif
dari undang-undang tersebut (Penney, 2017).

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
literasi media dapat memprediksi partisipasi
politik di Internet. Remaja yang memiliki
keterampilan literasi media tinggi cenderung
akan memiliki partisipasi politik yang tinggi
terutama remaja dengan keterampilan critical
consumer dan critical prosumer. Kedua
keterampilan tersebut mampu menciptakan
responden yang mampu mengevaluasi
informasi dan memproduksi konten sesuai
dengan khalayak sasaran. Selain itu, sikap kritis
membuat remaja lebih sadar dan lebih aktif
dalam mencari tahu isu-isu politik terkini.

Sebagian besar responden (53%) memiliki
pengetahuan yang rendah terkait UU ITE.
Mereka tidak mampu mengidentifikasi kasus-
kasus yang dapat dijerat dengan UU ITE
meskipun sudah pernah mendengar istilah
dan kasus yang pernah terjadi. Hal tersebut
mungkin disebabkan oleh pengetahuan yang
dimiliki oleh remaja bersifat parsial dan tidak
mendalam. Tidak terdapat perbedaan tingkat
pengetahuan antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa
tingkat partisipasi politik remaja di media sosial
masih rendah. Tingkat ini tidak berbeda antara
laki-laki dan perempuan tetapi berbeda antara
responden yang aktif berorganisasi dan yang
tidak aktif. Responden yang aktif berorganisasi
cenderung memiliki partisipasi politik yang
tinggi dibandingkan yang tidak terlibat dalam
organisasi kemahasiswaan.

Hasil uji moderasi memperlihatkan bahwa
pengetahuan UU ITE tidak memoderasi
pengaruh literasi media pada partisipasi
politik. Artinya, pengetahuan UU ITE tidak
berkontribusi pada peningkatan atau penurunan
partisipasi politik.

Hal ini bertentangan dengan beberapa
penelitian yang menyebutkan bahwa hukum atau
perundangan dengan pasal-pasal ambigu dapat
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mencegah masyarakat untuk mengekspresikan
dirinya di media sosial. Hal tersebut karena
hukum atau perundangan tersebut menciptakan
chilling effect. Akan tetapi, penelitian ini
menemukan UU ITE tidak cukup menciptakan
chilling effect untuk membuat remaja takut
menyampaikan ekspresi politiknya.

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai
kelemahan jumlah sampel yang kecil dan hanya
terbatas pada responden yang sudah pernah
mengambil mata kuliah Literasi Media. Oleh
karena itu, penelitian ini menyarankan agar
penelitian kedepannya dapat menggunakan
sampel dalam jumlah yang lebih besar dan
menggunakan teknik sampling acak agar dapat
digeneralisasi. Peneliti juga menyarankan
penelitian kedepannya menggunakan metode
eksperimen dan kualitatif. Hal tersebut karena
metode eksperimen dapat memperlihatkan
apakah responden yang telah menempuh
program literasi media dan yang belum memang
berbeda dalam tingkat partisipasi politik.

Selain itu, peneliti juga menyarankan agar
penelitian kedepannya mengkaji mengapa UU
ITE tidak cukup menciptakan chilling effect
pada remaja di Indonesia sehingga mereka
tetap memiliki keinginan untuk berpartisipasi
politik. Penelitian kedepannya sebaiknya juga
mengkaji variabel-variabel lain yang jauh
lebih menciptakan chilling effect daripada
pengetahuan terkait UU ITE.
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